
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI KOTAWARIJGIN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG j 
TATA CARA PENAGIHAN PAJ DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG lMAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN ~T, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuab Pasal 110 Peraturan 
Menteri Keuangan Republlik Indonesia Nomor 
207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan 
Pemeriksaan Pajak Daerah, k etentuan lebih lanjut 
~engenai Tata Cara Pen1gihan Pajak Daerah 
d1tetapkan dalam Peraturan Mepala Daerah; 

Mengingat: 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan P~raturan Bupati tentang 
Tata Cara Penagihan Pajak Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
I 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Neg a Republik Indonesia 

I 
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lemljlaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In6 onesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 !Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 1iahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana d~ubah dengan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Penagihan Pajak Dengan s y rat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ti_11un 2007 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); I 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Inf onesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2008 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4952); 

7. Undang-Undang Nomor 28 I Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nob.or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 entang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara ReJ ublik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, TambahJn Lembaran Negara 

I 
Republik Indonesia Nomor 5619) ; 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembkran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Noinor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umu~ dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah'. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara! Republik Indonesia 
Nomor 5950); 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Peraturan Pemerintah No or 12 Tahun 2019 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam N -geri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Piengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam N .- geri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan 
Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik I 1donesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
24/PMK.03/2008 tentang ata Cara Penagihan 
Dengan Surat Paksa dan ielaksanaan Penagihan 
Seketika dan Sekaligus (B rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Nqgeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan I!>rl oduk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana I telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Al as Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indo , esia Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Fri oduk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

Peraturan Menteri IKeuangan Nomor 
207 /PMK.07 /2018 Tentang Pf doman Penagihan dan 
Pemeriksaan Pajak Daerah (:IBerita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor l 1852) ; 

Peraturan Daerah Kabupate, Kotawaringin Barat 
Nomor 15 Tahun 2018 tentanr, Pajak Sarang Burung 
Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2018 Nomor 15);! 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 18 Tahun 2018 teh tang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupat9n Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 18 Tambahan lembaran Daerah 

Nomor 85); . I 

Peraturan Daerah Kabupate Kotawaringin Barat 
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir 
(Lembaran Daerah Kabu pat9n Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 19 Tam bah.an lembaran Daerah 
Nomor 86); 



19. 

20. 

21. 

22. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Tahun 2018 Nomor 20) ; 

Barat 
Hotel 
Barat 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran 
(Lembaran Daerah Kabupatdn Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 21); 

Peraturan Daerah Kabupatep Kotawaringin Barat 
Nomor 22 Tahun 2018 teh tang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 22) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 23 Tahun 2018 teniang Pajak Air Tanah 
(Lembaran Daerah Kabupat9? Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Bara Nomor 87) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 24 Tahun 2018 ten~ g Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan l~erkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 
Nomor 24); 

24. Peraturan Daerah Kabupate 1 Kotawaringin Barat 
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan 

I Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 25) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupate Kotawaringin Barat 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan 
Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2018 Nomor 26) ;l 

26. Peraturan Daerah Kabupate Kotawaringin Barat 
Nomor 27 Tahun 2018 tentan Pajak Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Bar! t Tahun 2018 Nomor 
27); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daer~ (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 
1 ); 



Menetapkan 

28. 

29. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembarrui Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, 
Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 98); I 

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan, Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Berita Daerah Kabupa en Kotawaringin Barat 
Tahun 2016 Nomor 70). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMlffM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah l epala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawa.t4ngin Barat. 

4. Badan Pendapatan Dae ah adalah Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
yang diberi kewenangan melakukan pemungutan 
Pajak Daerah. 

5. Kepala Badan Pendapatan IDaerah adalah Kepala 
Badan Pendapatan Daerah Klbupaten Kotawaringin 
Barat yang membidangi PeAdapatan Daerah dan 
diberi kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, ~aik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
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koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

7. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan 
penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan 
sekaligus, pemberitahuan su.rat paksa, penyitaan 
dan penyandraan. I 

8. Subyek Pajak adalah orang Pfbadi atau Badan yang 
dapat dikenakan pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang diempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesubJ dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 

10. Penanggung Pajak adalah orlg pribadi atau Badan 
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, 
termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban Waj~b Pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang - undangan. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal 
yang merupakan kesatuan, lbaik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak m.elakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, ~erseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dalam 
bentuk apapun, firma, kop-gsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

12. Pajak Daerah adalah kontribJsi Wajib Pajak ke}'.>ada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

13. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut penagihan 
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 
dengan menegur a tau memperingatkan, 
melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulakan 
pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
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penyanderaan, dan menjual Barang yang telah 
disita. 

14. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda 
atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan 
ketentuan peraturan I perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

15. Pajak yang terutang adalf pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalrrn, Masa Pajak, dalam 
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

16. Pembukuan adalah prosds pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untJ k mengumpulkan data 
dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasi!lan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak te±-sebut. 

17. Penetapan Pajak secara Jabatan adalah tindakan 
Pemeriksa pajak I Daerah untuk 
melakukanperhitungan atas 1:fosarnya pajak terutang 
berdasarkan data yang ada I atau keterangan lain 
yang diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan 
dikarenakan tidak dipenuhinya kelengkapan 
dokumen dan/ atau adanya I?enolakan pelaksanaan 
pemeriksaan oleh Wajib Pajakl 

18. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka 
umum dengan cara penawaran harga secara lisan, 
tertulis, dan/ atau media dhlam jaringan ( online) 
melalui usaha pengumpularl peminat atau calon 
pembeli. 

19. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang 
melaksanakan penjualan secara langsung. 

20. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 
menguasai Barang wajib Pajak dan/atau 
penanggung pajak, guna d1jadikan jamin untuk 
melunasi utang pajak menurut peraturan 
perundang-undangan. 

21. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau 
Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan 
U tang Pajak. 
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22. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 
terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak 
tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasJrkan alasan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

23. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita 
Pajak kepada Wajib Pajak idan/atau Penanggung 
Pajak tanpa menunggu 1tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi se}uruh Utang Pajak dari 
semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau 
bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, 

I menurut ketentuan peratura.IJl perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

25. Surat Setoran Pajak Dae~ah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

I 
yang telah ditunjuk oleh Kepala daerah. 

26. Surat Ketetapan Pajak Dae~ah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah !credit pajak, jumlah 
kekurangan pokok paj~, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menenth kan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak teru tang. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yangs selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
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30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disebut SKPDN adalah surat ketetapan yang 
menentukan jumlah pajak t9rutang sama besarnya 
dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

31 . Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi pajak administrasi 
berupa bunga dan/ atau dend . . 

32. Surat Keputusan Pembe ulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan. 

33. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain 
yang sejenis adalah surat ang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur atau riemperingatkan Wajib 
Pajak untuk melunasi Utang ~ajaknya. 

34. Surat Keputusan Keberatan 9idalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerai-+ Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bajyar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
yang diajukan oleh Wajib Pajak 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. 

37. Surat Perintah Melaksanaldan Penyitaan adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
melaksanakan penyitaan. 

38. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan 
atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan 
Wajib Pajak, pekerjaan, kegi~tan usaha, atau pek 
erjaan bebas Wajib Pajak anJ.ra lain bank, akuntan 
publik, notaris, Konsultan Pajak, Konsultan hukum, 
Konsultan Keuangan, pelanggan, pemasok, kantor 
administrasi, atau pihak lainnya. 

39. Surat elektronik atau pos elektronik (akronim: pos
el) atau imel adalah sarana kirim mengirim surat 
melalui jalur. 
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BAB II 

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka melaksanak~n Penagihan, Bupati 
berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan 
Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. mengangkat dan membehentikan Jurusita Pajak; 

dan 
b. menerbitkan: 

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis; 

2. Surat Perintah Penagih Seketika dan 
Sekaligus; 

3. Surat Paksa; I 

4. Surat Perintah Melaksartakan Penyitaan; 
5. Surat Perintah Penyanderaan; 
6. Surat Pencabutan Sita; 
7. Pengumuman Lelang; 
8. Surat penentuan harga limit; 
9. Pembatalan Lelang; dan 
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan pajak. 

(3) Pejabat sebagaimana dimaks d pada ayat (2) adalah 
Kepala Badan Pendapatan Daerah. 

Pasal 3 

Syarat-syarat yang harus dipe uhi untuk diangkat 
menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi : 
a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah 

Umum atau yang sederajat; 
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/ 

Golongan II/ a; 
c. sehatjasmani dan rohani; 
d . mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; 

dan 
e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian. 

Pasal 4 

(4) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak 
diambil sumpah atau janji benurut agama atau 
kepercayaannya oleh Kepala Badan Pendapatan 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 



11 

Pasal 5 

Jurusita Pajak diberhentikan apabila : 
a. meninggal dunia; 
b. pensiun; 
c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya; 
d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas; 
e. melakukan perbuatan tercela; 
f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau 
g. sakit jasmani atau rohani terus menerus. 

BAB III 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal6 

( 1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau 
penyetoran Pajak terutang u tuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama 

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan 
b. 6 (enam) bulan sejak diteri~ anya SPPT. 

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surari Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding dari Badan Peradilan Pajak, 
yang menyebabkan jumlah paJiak yang harus dibayar 

I 

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 
( satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas 
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 
SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk 
jumlah Pajak yang beluml dibayar pada saat 
pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak 
disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding kepada 
Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan 
Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka 
waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding 

Pasal 7 

(1) Pajak yang terutang berdafarkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
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oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 
dengan Surat Paksa. I 

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 
Penagihan dalam hal utank Pajak sebagaimana 

I 
tercantum dalam SPPT, SKPID, SKPDKB, SKPDKBT, 
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah, tidak dilunasi s mpai dengan tanggal 
jatuh tempo. 

Pasal 8 

( 1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu 
menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Badan 
Pendapatan Daerah. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah 
disetujui untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 

Pasal 9 

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan: 
a . secara langsung; 
b. melalui pos; atau 
c . melalui surat elektronik; 

Pasal 10 

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika 
dan Sekaligus berdasarkJn Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang 
diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 
apabila: 
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 
b. Penanggung Pajak memm!dahtangankan Barang 

yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan 
perusahaan, atau pekerjaa.I) yang dilakukannya di 
Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak 
akan membubarkan badan usahanya, 
menggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan 
yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya; 
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d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak 

oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda 
kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
paling sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau ama W ajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 
b. besarnya Utang Pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. 

BAB IV 

SURATPAK4A 

Pasal 11 

( 1) Surat Paksa diterbitkan atas ptang Pajak yang tidak 
dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas 
waktu yang ditetapka sejak tanggal 
disampaikannya Surat Teguran. 

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak. 

(3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (3), Surat Paksa j\lga dapat diterbitkan 
dalam hal: I 
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan 

Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10; tltau 

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam keputusan 
persetujuan angsuran a tau penundaan 
pembayaran pajak. 

Pasal 12 

(1) Surat Paksa berkepala kata-~ata DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan 
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 
b. dasar Penagihan; 
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c. besarnya Utang Pajak; dan 
d. perintah untuk membayar 

Pasal 13 

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak 
dengan pemyataan dan penyerahan salinan Surat 
Paksa kepada Penanggung Pajak. 

(2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa 
oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita 
acara sebagai pemyataan balj).wa Surat Paksa telah 
diberitahukan. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit berisi : I 

a. hari dan tanggal pemberitaHuan Surat Paksa; 
b. nama Jurusita Pajak; 
c. nama penenma; 
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan 
e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung 

Pajak. 

Pasal 14 

(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan 
oleh Jurusita Pajak kepada: 
a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat 

usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; 
b. Orang dewasa yang bertcimpat tinggal bersama 

ataupun yang bekerja di tempat usaha 
Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak 
yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; 

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat 
atau yang mengurus ~arta peninggalannya, 
apabila Wajib Pajak telabi meninggal dunia dan 
harta warisan belum diba~; atau 

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah 
meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. 

(2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh 
Jurusita Pajak kepada : 
a. pengurus, kepala perwak!ilan, kepala cabang, 

penanggung jawab, pemilik! modal, baik ditempat 
kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat 
tinggal mereka maupun ditempat lain yang 
memungkinkan; atau 

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat 
usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita 
Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat 
Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim 
Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam 
hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam 
likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang 
atau Badan yang dibebani untuk melakukan 
pemberesan atau likuidator. 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalafil Pasal 14, menolak 
untuk menerima Surat Paltsa, Jurusita Pajak 
meninggalkan Surat P~sa dimaksud dan 
mencatatnya dalam Berita Acara bahwa 
Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud 
tidak mau menerima Surat P1ksa, dan Surat Paksa 
dianggap telah diberitahukan. 

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat 
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak 
atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, tidak berada di tempat, Surat Paksa 
disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris 
kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan 
membuat berita acara. 

(3) Dalam hal Penanggung Pajak l aak diketahui tempat 
tinggalnya, tern pat usaha, a tau tern pat 
kedudukannya, penyampaian Surat Paksa 
dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat 
Paksa pada papan pengumuman di kantor Kepala 
Badan Pendapatan Daerah yang menerbitkannya, 
mengumumkan melalui medi1 massa, atau dengan 
cara lain. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal terjadi keadaan di lf ar kekuasaan Pejabat 
atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa 
pengganti oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 
karena jabatan. 

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) mempunyai kekuatan ekseku torial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) . 
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Pasal 17 

( 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan 
Penanggung Pajak dapat rlielakukan pembetulan 
atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau 
kekeliruan. 

(2) Tindakan pelaksanaan 
setelah kesalahan atau 
dimaksud pada ayat (1) 

Badan Pendapatan Daerah. 

Penagihan dilanjutkan 
kekeliruan sebagaimana 
d ·1betulkan oleh Kepala 

BABV 

SITA 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan 
dengan penyitaan sebelum le1¥at waktu 2 x 24 (dua 
kali dua puluh empat) jaml setelah Surat Paksa 
diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13. 

(2) Apabila utang pajak tidak dilupasi Penanggung Pajak 
dalam jangka waktu se bagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Pejabat menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. I 
Pasal 19 

( 1) Penyitaan dilaksanakan teli'hadap Barang milik 
Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, 
tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat 
lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan 
pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan 
utang tertentu yang dapat berupa: 
a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang 

tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo 
rekening koran, giro, ata~ bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, I obligasi, saham, atau 
surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan 
modal pada perusahaan lair;i.; dan/ atau 

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, 
dan kapal dengan isi kotor tertentu. 

(2) Penyitaan terhadap Penanggu g Pajak orang pribadi 
dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang 
bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik 
anak yang masih dalam tanggungan, kecuali 
dikehendaki dilakukan pem sahan secara tertulis 
oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian 
pemisahan harta dan penghasilan. 
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(3) Penyitaan terhadap Penangguing Pajak Badan dapat 
dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, 
Barang milik pengurus, farang milik kepala 
perwakilan, Barang milik kfpala cabang, Barang 
milik penanggung jawab, Barang milik pemilik 
modal, baik di tempa~ kedudukan yang 
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di 
tempat lain. 

(4) Urutan Barang bergerak dJ n/atau Barang tidak 
bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak 
dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak, kemu.dahan penjualan,atau 
pencairannya. 

Pasal 20 

( 1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang 
dikecualikan dari Penyitaan adalah: 
a. pakaian dan tempat tidur beserta 

perlengkapannya yang digunakan oleh 
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi 
tanggungannya ; I 

b. persediaan makanan dfffi minuman untuk 
keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan 
memasak yang berada di rhmah; 

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat 
dinas yang diperoleh dari negara; 

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau 
pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang 
dipergunakan untuk pe didikan, kebudayaan, 
dan keilmuan; 

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh 
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi 
tanggungannya; atau 

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih 
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau 
usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya 
tidak lebih dari Rp 20.odo. 000,00 (dua puluh 
juta rupiah). 

(2) Penambahan jenis Barang bergerak yang 
dikecualikan dari Penyitaan 1ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 21 

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, 
dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. 
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(2) Dalam melaksanakan Peny1taan, Jurusita Pajak 
harus: 
a. memperlihatkan 

Pajak; 
b. memperlihatkan 

Penyitaan; dan 

kartu tanda pengenal Jurusita 

Surat P~rintah Melaksanakan 

c . memberitahukan tentang maksud dan tujuan 
penyitaan. 

(3) Setiap melaksanakan Peny'taan, Jurusita Pajak 
harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang 
ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung 
Pajak, dan saksi-saksi. 

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk 
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, 
Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan 
tersebut dalam Berita Acara IPelaksanaan Sita, dan 
Berita Acara Pelaksan~an Sita terse but 
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. 

(5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai 
kekuatan mengikat. 

(6) Penyitaan tetap dapat di~aksanakan walaupun 
Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah 
seorang saksi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berasal d~ Pemerintah Kabupaten setempat 
sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan 
atau Sekretaris Desa. 

(7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh 
Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita 
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, 
dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah 
dari mempunyai kekuatan mengikat. 

(8) Salinan Berita Acara Pel ksanaan Sita dapat 
ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau 
Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat 
Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak 
yang disita berada, atau di tempat-tempat umum. 

(9) Salinan Berita Acara Pelaksa I aan Sita disampaikan 
kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait. 

(10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja 
Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain 
oleh Bupati. 
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Pasal 22 

( 1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan 
sejenisnya dilaksanakan sebaJai berikut: 
a. membuat rincian tentanp jenis, jumlah, dan 

harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar 
yang merupakan lam iran Berita Acara 
Pelaksanaan Sita ; 

b. membuat Berita Acara Pelarsanaan Sita. 

(2) Penyitaan terhadap uang turnr termasuk mata uang 
asing dilaksanakan dengan i;nembuat Berita Acara 
Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar 
rincian jumlah uang tunai yang disita. 

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak 
yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, 
tabungan, saldo rekening ko:ran, giro, atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyitaan terhadap surat be:r~arga berupa obligasi, 
saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di 
bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan: 
a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian 

tentang jenis dan jumlah piutang yang disita 
dalam suatu daftar yang merupakan lampiran 
Berita Acara Pelaksanaan Sita; 

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan 
c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan 

Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak 
kepada Pejabat, dan sal[nannya disampaikan 
kepada Penanggung Pajak dan pihak yang 
berkewajiban membayar utang. 

(6) Penyitaan terhadap Barang rJmk Penanggung Pajak 
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang 
yang disita dipe kirakan cukup untuk melunasi 
Utang Pajak dan Biaya Penagi~an Pajak. 

Pasal 23 

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau 
Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, 
Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan 
dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa 
barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian 
telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti 
dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 
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Pasal 2J 
Dalam hal Penanggung Pajak b.dalah Badan, Berita 
Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, 
kepala perwakilan, kepala cabarlg, penanggung jawab, 
pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan. 

Pasal 25 

( 1) Dalam hal terdapat Objek d ita yang sama dalam 
rangka pemenuhan kewajibJn perpajakan pusat 
dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan 
hak mendahulu. 

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang
undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 26 

Pejabat menerbitkan Surat P~rintah Melaksanakan 
Penyitaan terhadap Objek Sita di luar wilayah daerah, 
setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
setempat dan pihak terkait. 

Pasal 27 

(1) Barang yang telah disi14" dititipkan kepada 
Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita 
Pajak Barang dimaksud perll,.l disimpan di kantor 
Kepala Badan Pendapatan Daerah atau ditempat 
lain. 

(2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak 
dan/ atau Penanggung Pajak: 
a. Barang bergerak yang I telah disita dapat 

dititipkan kepada aparat Pemerintah Kabupaten 
yang menjadisaksi dalam pelaksanaan sita; 

b . Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan 
kepada aparat Pemerintah Kabupaten yang 
menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut. 

Pasal 28 

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 
a . nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi 

biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau 
b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup 

untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang 
pajak. 
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Pasal 29 

( 1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi 
segel sita. 

di 1"laksanakan (2) Penempelan segel Sita dengan 
memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang 
sitaan. 

(3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat sekurang -kurangnya: 
a. kata "DISITA "; 
b. nomor dan tanggal Berita ~cara Pelaksanaan Sita; 

dan 
c . larangan untuk memindahtangankan, 

memindahkan hak, meminjamkan, atau 
merusak Barang yang disita. 

Pasal 30 

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung 
Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan 
utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan 
atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan 
lain oleh Bupati. 

(2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita 
yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten. 

(3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai 
pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita 
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung 
Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan 
pengembalian penguasaan barang yang disita kepada 
Penanggung Pajak. 

Pasal 31 

Penanggung Pajak dilarang : 
a. memindahkan hak, memindahtangankan, 

menyewakan, meminjamka , menyembunyikan, 
menghilangkan, atau merusak Barang yang telah 
disita; 

b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita 
dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang 
tertentu; 

c. membebani Barang bergerak yang telah disita 
dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan 
utang tertentu; dan/atau 

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita 
atau salinan Berita Acara ~elaksanaan Sita yang 
telah ditempel pada Barang sitaan. 
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BAB VI 

LELANG 

Pasal 32 

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak 
tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, 
Pejabat berwenang melaksanJkan penjualan secara 
Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor 
Lelang. 

(2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara 
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

a. uang tunai ; dan 
b. barang yang mudah rusak ,tau cepat busuk. 

(3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk 
membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak 
dengan cara disetor ke Kas Daerah. 

Pasal 33 

(1) Apabila Utang Pajak dan/ata)Biaya Penagihan Pajak 
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, 
Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara 

lelang atau tidak secar~l..1 lelang, maupun 
menggunakan atau memillfah bukukan barang 
yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/ atau 
Biaya Penagihan Pajak dimaksud. 

(2) Penjualan secara lelang dilaltsanakan paling cepat 
setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung 
sejak Pengumuman Lelang. 

(3) Pengumuman Lelang sebagaifiana dimaksud pada 
ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat 
jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak 
penyitaan. 

Pasal 31 
( 1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang 

cukup untuk melunasi biayal penagihan pajak dan 
utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan 
dan sisa barang serta kele bihan uang hasil lelang 
dikembalikan olehPejabat kepada Penanggung Pajak 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan 
lelang. 

(2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari 
sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (3), Penanggung Pajak tidak 
melunasi Utang Pajak clan Biaya Penagihan Pajak, 
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Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan melalui 
Kantor Lelang negara. 

Pasal 35 

( 1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tan pa dihadiri oleh 
Penanggung Pajak. I 

(2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal: 
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan 

Biaya Penagihan Pajak; 
b. berdasarkan putusan pengjdilan; atau 
c. objek lelang musnah. 

I 

Pasal 36 

(1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 
membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum 
dibayar dan sisanya untuk mef bayar Utang Pajak. 

(2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang 
cukup untuk melunasi Biay~ Penagihan Pajak dan 
Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh 
Kepala Badan Pendapatan Daerah walaupun barang 
yang akan dilelang masih ada. 

(3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang 
dikembalikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 
kepada Penanggung Pajak segera setelah 
pelaksanaan Lelang. 

(4) Kepala Badan Pendapatan Daerah yang lalai 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah 
dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya 
diberikan Risalah Lelang y3/1g merupakan bukti 
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan 
hak. 

Pasal 37 

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilalksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

PENCEGAHAN DAN PENYANDRAAN 

Pasal 38 

( 1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap 
Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang 
mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 
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100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan 
itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak. 

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa 
orang sebagai Penanggung PaJak Wajib Pajak Badan, 
atau ahli waris. 

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak 
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan 
terhentinya pelaksanaan Penal ihan. 

(4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 39 

( 1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap 
Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak 
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam 
melunasi Utang Pajak. I 

(2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak 
dan/ atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAfrN-LAIN 

Pasal 40 

Format dokumen berupa : 
a. surat yang diterbitkan oleh Jurusita sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; 
b. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); 
c. Berita Acara Pelaksanaan Sita dan Lampiran Berita 

Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat ( 1), ayat (2) 
dan ayat (5) huruf c; 

d. Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih 
Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala 
Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b; dan 

e . Surat Pencabutan Sita, sebaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (3), 

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 

Peraturan Bupati ini mulai blerlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 19 Februari 2020 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 19 Februari 2020 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

Nl)RHIDAYAH 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGrk BARATTAHUN 2020 
NOMOR6 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

/ 

11.1.1..ni.l,,.&UTI, S.H., L.L.M 
199903 2 005 



.,. .. .. 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 6 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DA 

KOPSURAT 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAKSEKETIKA DAN SEKALIGUS 
NOMOR .................... / ......... / 20 .... . 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diperintahkan kepada: 

I 
Nama Wajib Pajak 

NPWPD 

A I am at /tern pat tinggal 

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut : 

No 
NPWPD Penanggung 

Nama Penanggung 
Pajak 

2. 

Pajak 
AlaQiat/tempat 

tinggal 

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp/USD .................................................. . 

Menurut perincian sebagai berikut : 
Nomor & Tanggal I 

Keterangan 

Jenis Tahun 
STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ Tanggal 

Jumlah Utang Pajak 
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Jatuh Tempo 

Pajak Pajak 
Putusan Banding/Putusan Peninjauan Pembayaran 

(Rp/USD) 

Kembali*) 

I 
Jumlah Rp/USD 

( ................................................................................................................................................... ) 

Pada hari .............................................. tanggal ......... bulan ..................................... tahun 20 ................... . 

Pangkalan Bun, ............ l.. ............................ 20 ........... . 

Kepala Badan, 

••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••oo 

NIP. 

*) coret yang tidak perlu 



Yth 
Nama 
NPWPD 

Alamat 

KOPSURAT 

SURATTEGURAN 
NOMOR .................... / ......... / 20 .... . 

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih memp~nyai utang pajak sebagai 
berikut: 

I 

Nomor & Tanggal 

Jenis Tahun STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ Tanggal 
Jumlah Utang Pajak 

Pajak Pajak 
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Jatuh Tempo 

(Rp/USD) 
Putusan Banding/Putusan Peninjauan I 

Pembr aran 
Kembali*) 

Jumlah Rp/USD 
( .......................................... ............... .......................................................................................... ) 

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undan&-undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Und!ng-undang Nomor 19 Tahun 2000, 

(UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) 

hari sejak diterbitkannya surat teguran ini. 

Dalam hal ini Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan 
kepada kami (Bidang Penagihan) 

PERHATIAN 
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 
(DUA PULUH SATU) HARi SEJAK 
DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI. 
SESUDAH BATAS WAKTU ITU,TINDAKAN 
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. 
(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP) 
(Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008) 
sebagaimana telah diubah dengan PMK 

*) coret yang tidak perlu 

Pangkalan Bun, ........................................... 20 ....... .. 

Kepala Badan, 

······································································ NIP. 



KOP SURATI 

Nomor 

Sifat 

Hal 

................. , ······················· 

: Pemberitahuan akan melaksanakan Surat Paksa 

Yth ....... ................................ ... ...... . 

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami al<:an melakukan tindakan 

penagihan berupa pelaksanaan Surat P~sa terhadap Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak: 

Nama 

NPWPD 

Alamat/ empat tinggal 

Dengan penanggung pajak sebagai berikut: 

NPWP Nama 
Alamat/Tempat 

No Penanggung Penanggung Keterangan 
Pajak Pajak Tinggal 

I 
1. 

2. 

I Dst. 

yang akan kami laksanakan pada .. ..... .. .......... ............. . 
I 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

....................... , ........................ . 

···················i······························ 
NIP ........................................... . 

Tembusan: 
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KOP SURA11 

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SUiT PAKSA 

NOMOR ........................................... . 

Pada hari ini ........... tanggal .......... Bulan . f ........ tahun ........... atas 
permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
yang memilih tempat kedudukan di Badan Pendapaitan Daerah Kabaupaten 
Kotawaringin Barat di Jl. Sutan Syahrir No. 22 Pangkalan Bun, saya Jurusita 
Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabaupaten 
Kotawaringin Barat bertempat kedudukan di Jl. Sutan Syahrir No. 22 
Pangkalan Bun. 

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI 

Kepada Saudara ........................ Bertempat tinggJ di 
Berkedudukan sebagai ................................ . 

Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal ........................................ dan saya, 
Jurusita Pajak Daerah , berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut 
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 
(dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena 
itu harus menyetor di Bank Persepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebanyak Rp . 
............................................................. ) dengan tidak mengurangi kewajiban 
untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika 
tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya 
baik yang berupa barang yang bergerak maupun bal-ang-barang yang tidak 
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya 
digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bungadanbiaya-biaya yang 
berhubungandenganpelaksanaanpenagihanini. 

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan 
PENYANDERAAN 

Saya, Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini 
kepada Wajib Pajak/PenanggungPajak, dan saya lakukan di temapt 
tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. 
Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan *) 

a. Kepada ............................................................. bertempat tinggal di 
....................................... disebabkan ................................. ; 

b. Dengan menempel pada papan pengumuman/media masa/lainnya 
..................... **) 



Yang menerima Salinan Surat Paksa Juru Sita Pajak Daerah 

( ........................................... ) ( ............................................ ) 

Jabatan : .............................. . NIP ....................................... . 

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut: 

Biaya Harian Juru Sita 

Biaya Perjalanan 

Jumlah 

*) isi salah satu 
**) coret yang tidak perlu 

Rp .................................. . 

Rp .................................. . 

Rp .................................. . 



KOPSURAT 

SURATPAKSA 
Nomor .................... / ......... / 20 .... . 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Menimbang bahwa : 

Nama Wajib Pajak 

NPWPD 

Alamat/tempat tinggal 

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut: 

No NPWPD Nama Penanggung 
Penanggung Pajak 

1. 

2. 

Pajak 

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini : 

Alamat/tempat 

Nomor & Tanggal 

I tinggal 

I 

I 

Keterangan 

Jenis Tahun 
Pajak Pajak 

STP /SKPKB/SKPKBT /SK. Pembetulan/ Jumlah Tunggakan Pajak (Rp) 
SK. Keberatan/Putusan Banding*) 

Jumlah (Rp) 

( ........................ ........................................................................................................................... ) 

Dengan ini 

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang ejak tersebut ke Bank 

Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu f (dua) kali dua puluh empat 

jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini. 

2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak untuk melaksanakan Surat Paksa ini atau ~urusita Pajak lain yang 

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyita, n atas barang-barang milik 

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak 

dipenuhi 

3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

PERHATIAN 

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 
W AKTU 2 x 24 JAM SETELAH 
MENERIMASURAT PAKSA INI. 
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN 
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. 
(Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 
1997 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 19 Tahun 2000) 

*) coret yang tidak perlu 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Kepala Badan, 

······································································ NIP. 



KOP SURAT 

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT ilucsA 

NOMOR ......................................................... . 

I. Nam.a 

NPWPD ; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::: 
Alam.at/ em pat tinggal : ............................................. , ................. . 

Dengan penanggung pajak sebagai berikut: 

NPWP Nam.a 
Alamat/Tfmpat No Penanggung Penanggung Keterangan 

Pajak Pajak Tinggal 

1. 

2. 

Dst. 

II. Pelaksanaan: 

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal .......................... . 

2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir. 

3. Utang Pajak sebagai berikut : 

I 

Nomor & tanggal Jumlah pajak yang 
Jumlah pajak yang 

Jumlah masih harus dibayar 
SPTPBB/STP/SKPD 

pajak 
telah dibayar 

KB/SKPDKBT / SK 
Jenis Tahun yang 

Pajak Pajak 
Pembetulan/ SK 

masih Menurut Menurut Menurut Menurut 
Ke beratan / Pu tusan 

harus Surat Wajib Surat Wajib 
/Banding/Putusan 

dibayar Paksa Pajak Paksa Pajak 
Peninjauan Kembali 

*) 

I 

I 



III. Data mengenai utang pajak dan objek sita Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan: 

I 

Nomor & tanggal Penyelesaian Surat Keberatan 

SPTPBB/ STP / SKPD 
I 

Jenis Tahun 
KB/ SKPDKBT / SK Tanggal 

I Pembetulan/ SK Surat 
Pajak Pajak 

Keberatan/Putusan Keberatan ' Diterima Utang 

/Banding/Putusan Tlggal /Ditolak Pajak 

Peninjauan Kembali 
I *) 

B. Objek Sita 

1. Jenis barang bergerak: Terletak di : Taksiran harga : 

Rp ........................ . 

Rp ......... .... ........... . 

Rp ........................ . 

2. Jenis barang tidak bergerak: Terletak di: Taksiran harga : 

Rp ........................ . 

Rp ........................ . 

·······························\···· · Rp ........................ . 

IV. Kesan dan usul Jurusita Pajak Daerah: I 
······················································································ j··· ···· ································ 
...................................................................................... L ..................................... . 

I ........... i ........... ' ......................... . 

Mengetahui, Jurusita Pajak Daerah 
Kasubid Penagihan Pajak Daerah 

(. .......................................... ) ( ............... ............................. ) 
NIP: .............................. . NIP ..... .......... ........................ . 

*) coret yang tidak perlu 



KOP SURAT 

TANDA TERIMA 

BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA/PELAKST PENYITAAN *) 

Telah terima dari : Bendaharawan Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Uang sejumlah Rp ....................................................................... . 

( ......................................................................... ) 

Untuk pembayaran biaya : **) 

D Pelaksanaan Surat Paksa 
Sehubungan dengan Surat Paksa 

□ Pelaksanaan Penyitaan 
sehu~ungan dengan Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, 

Nomor ...................................... tanggal ...................... .1. ........ sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang trata Cara Penyitaan 

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ......................... . 

Jurusita Pajak Daerah, 

I 

( ........................................... } 

NIP ..................................... . 

*) isi salah satu 
**) coret yang tidak perlu 



KOP SURAT 

I 
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 

NOMOR .................................................................. . 

Oleh karena Wajib Pajak 
Nama 

NPWPD 

Alamat/tempat tinggal : ............................................. 1 .................. . 

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut: 

NPWP 
Nama Alamat/~empat No Penanggung Keterangan Penanggung Pajak Tinggal Pajak I 

1. 

2. 
I 

Dst. 

telah dilakukan penagihan pajak denga Surat Paksa : 

Nomor Tanggal 

···················T································· 

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus 
dibayamya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini 
diperintahkan kepada: 

Nama 
NIP 
Jabatan 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ] : : : : : : : : : : : : : : : 
Jurusita Pajak Daerah pada KJ.ntor Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 



untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bererak dan/atau barang 
tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di 
tempat WajibPajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang 
lain. 

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga 
Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau 
telah dewasa dan dapat dipercaya. 

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling 
lambat .......................................... Hari setelah pelaksanaan penyitaan . 

............................. , .......................... . 

Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat, 

(. .......................................... ) 

NIP ..................................... . 



KOP SURAT\ 

DERITA ACARA MELAKSANAKAN SITA 

NOMOR ············································ r ·········· 

Pada hari ini ................... tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b .................... tahun 

.................................. atas kekuatan Surat Paksa Melakukan Penyitaan 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kor-waringin Barat yang 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan Surat Paksa: 

Nomor Tanggal 

Yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak 

yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ten~ebut, dengan dibantu 2 

(dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua 

puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat diperca~a. 

yaitu: 

1 ........................................................... pekerjaan ................................................... . 

2 ........................................................... pekerjaan .................................................... . 

Telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak: 

Nama 

NPWPD 

Alamat/tempat tinggal 
. ···············································1················· 

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih memiliki 

utang pajak sebagaimana tersebut di bawah ini: 



Nomor & tanggal 
Jumlah utang pajak 

Jenis Tahun SPTPBB/STP/SKPDKB/SKPDKBT/SK 

Pajak Pajak Pembetulan/ SK 
(Rp.) 

I 

Keberatan/Putusan/Banding/Putusan 

Peninjauan Kembali *) 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil 

sebagai berikut : 

• Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah 

disita adalah sebagai berikut: 

1. Jenis barang Uraian 

bergerak: 

2. Jenis barang 

tidak bergerak : 

Uraian 

Terletak di : 

Terletak di : 

• Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena: 

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa: 

Taksiran harga : 

Rp .......................... . 

Rp .......................... . 

Rp .......................... . 

Taksiran harga : 

Rp .......................... . 

Rp .......................... . 

Rp .......................... . 

1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 

(empat belas) haris etelah dilaksanakan penyitaan 9an setelah batas waktu 

itu akan diajukan permintaan kepada Badan pendapatan Kantor Lelang 

untuk melelang barang yang telah disita; 

2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual di \mukaa umum dengan 

perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan tli tempat yang telah 

ditentukan kemudian/ dijal langsung kepada pembeli. 

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak 

Daerah menunjuk . . . . . . . . . . . . . . . . yang beralamat/bertempat tinggal di ............ . 

sebagai penyimpan dan untuk itu menyimpan tersebut menandatangani berita 

acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu. 



Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depankedua saksi di atas 

yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinanya. 

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyitnpan barang dan Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak. 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Jurusita Pajak Daerah, 

(. .......................................... ) ( .......... ................................. ) 

NIP ................................... . . . 

Penyimpan Saksi: 

(. .......................................... ) 1 ......................................... . 

2 ......... ............................... . 

Biaya penagihan pajak yaitu : 

- Biaya Harian Jurusita Pajak Daerah dan saksi Rp .................................. . 

- BiayaPerjalanan Rp .................................. . 

Jumlah 

Telah/belum *) dilunasi 

Rp .................................. . 

I 

*) coret yang tidak perlu 

Catatan: 
Memindahtangankan, memindahkan hak, meminj 

lapkan barang-barang sitaan adalah perbuatan yang 
· dengan Pasal 41A UU PPSP dan hukuman penjara 

Pasal 231,372, dan 375 KUH Pidana 



KOP SURAT 

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA 

NOMOR ... ... .. ... ... .... ...... .. ... ...... .... ... .... .... ........ . ........ . 

I 

Daftar rincian barang yang disita dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak : 

Nama 

NPWPD 

Alamat/ tern pat tinggal 

I. Barang Bergerak 

1. Kendaraan dan sejenisnya 

No. Jenis Kendaraan Nomor Identitas 
Taksiran Harga 

Pasar (Ro.) 

Jumlah Rp. I 

I 
2 . PerhiasanEmas, Permata dan Sejenisnya 

No. 
Jenis Banyaknya 

Taksiran Harga 
Jumlah 

Perhiasan Pasar (Rp.) 

I 

Jumlah Rp. 

3 . Uang Tonai 

No. 
Jenis Mata 

Pecahan Jumlah Lembar Jumlah 
Uang 

Jumlah Rp. 
I 

Keterangan 

Keterangan 

Keterangan 



4. Harta Kekayaan yang tersimpan di bank (deposito berjangka, tabungan, 

saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

No. Jenis 
Nomor Mata Uang Jumlah Keterangan 

Reakening 

Jumlah Rp. 

5. Surat Berharga (obligasi, saham, dan sejenisnya) 

No. Jenis Jumlah 
Nilai Nominal !Jumlah Keterangan (Ro.} Nilai Pasar 

Jumlah Rp. 

6 . Piutang 

No. Jenis Piutang 
Nilai Piutang Nama dan Alamat 

Keterangan (Rp.J Debitur 

I 
Jumlah Rp. I 

7. Peyertaan Modal 

No. Jenis/Bentuk 
Besar Per1ahaan Keterangan Penyertaan (Rp.J tenpat envertaan 

Jumlah Rp. 



II. Barang Tidak Bergerak ( Tanah, Bangunan, Kpal Laut diatas bobot 1000 

dwt, dst) 

Letak dan Taksiran 
No. Jenis 

Luas Harga Pasar Jumlah Keterangan 
(Rp.) 

Jumlah Rp . 

............... .. .. ... ... , ....... ... ... ..... ... ...... .... . . 

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak J J rusita Pajak Daerah, 

( ... ...... ..... ..... ... .. ... .. ........ .. ... . ) ( ......... ... ... ......... ....... ..... ..... .. ) 
NIP . .. .. .. .. ...... . .................... . . 



KOP SURAT 

DIS I TA 

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS 
BARANG BERGERAK/TIDAK BERGERAK, 

NOMOR 
TANGGAL: 

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, 
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA, 

MEMINDAHTANGANKAN /MEMINDAHKAN 
HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK/MENGGELAPKAN 

BARANG INI DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA 
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) 
TAHUN. 

Salinan e an aslinya 
KEPAL UKUM, 

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 

Juru sita Pajak Daerah, 

( ........................................... ) 

NIP ..................................... . 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 




